{ SALINAN ]

AN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/29/KEP/413.013/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana



10.

11.

telah diubah dengaﬁ Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

mempunyai tugas:

a. menyusun agenda kerja Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

b. menghimpun hasil laporan Perangkat Daerah ke
bidang-bidang sesuai dengan mitra bidangnya,

c. mengoordinasikan bahan penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya, serta dapat dipertanggungjawabkan;

d. melakukan sinkronisasi substansi materi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan
validasi data bersama Perangkat Daerah;

e. menyusun rancangan dokumen Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban;

f melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
terkait jadwal pelaksanaan sidang paripurna
penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun
Anggaran 2022; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya kepada Bupati.



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan,;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan,;

3. Sdr. Kepala
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan,;

4. Sdr.Kepala
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;

Badan Perencanaan

Badan Pengelolaan

5. Sdr. Anggota Tim Penyusun dimaksud.

‘Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

: M:ROTS
NIP. 19710615 200312 1 007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/29/KEP/413.013/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.| KEDUDUKAN DALAM KETERANGAN
TIM
1 2 3
I. | Pengarah Bupati Lamongan
II. | Penanggungjawab Wakil Bupati Lamongan
III. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV. | a. Wakil Ketua I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lamongan
b. Wakil Ketua II Inspektur Kabupaten Lamongan
c. Wakil Ketua III Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V. | Sekretaris Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan
VI. | Wakil Sekretaris Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan

VIL.

Bidang-Bidang:

a. Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia
1) Koordinator

2) Anggota

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten

Lamongan

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan;




3

b. Infrastruktur
Kewilayahan
1) Koordinator

2) Anggota

c. Ekonomi
1) Koordinator

dan

2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan,;

3. Nurryta Hardyanti, S.IP., Perencana Ahli
Muda pada  Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. M. Edi Sumaryono, S.E., Perencana Ahli
Muda pada  Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan,;

5. Abdul Rofi, S.H., Perencana Ahli Muda
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lamongan,

Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan

1. Dinar Dwi Andhi, S.T., Perencana Ahli
Muda  pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;

2. Nurhayati, S.T., M.M., Perencana Ahli
Muda pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;

3. Lailatun Nikmah, S.T., Perencana Ahli
Muda pada  Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan
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2) Anggota

Kepala Bidang Akutansi pada Bagian
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;

Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;

drh. Ida Suryawati, M.Ec.Dev., Perencana
Ahli Muda pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan,

Ir. Siti Sumi’ah, M.M., Perencana Ahli
Muda pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan,

Benny Aprilian Nirwansyah, S.STP.,
M.M., Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007




